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Sektor informal dimana sebagian besar kelompok marginal menggantungkan 
kehidupannya mengalami hantaman serius akibat COVID-19. Data ILO pada 
9 April 2020 menunjukkan COVID-19 telah berdampak pada bisnis dan 
sektor tenaga kerja terutama bagi kelompok masyarakat yang paling rentan di 
187 negara. Dampak ekonomi dari COVID-19 bagi tenaga kerja bahkan 
ditengarai telah melebihi akibat dari krisis finansial 2008 - 2009 (ILO, 2020). 
Laporan IMF terbaru mengenai Global Financial Stability Report yang baru 
diluncurkan April 2020, menunjukkan kondisi keuangan di banyak negara 
yang telah terdampak secara dramatis oleh pandemi COVID-19. Situasi ini 
diperkirakan akan semakin memburuk dan menggoncang stabilitas keuangan 
global.  Sejalan dengan data di tingkat global, kondisi di Indonesia juga tidak 
jauh berbeda. Seperti yang disampaikan Kepala Satgas COVID-19 Doni 
Monardo pada Senin 13 April 2020, sekitar 1,6 juta warga terkena PHK dan 
dirumahkan.  

Berdasarkan situasi kerentanan di atas, bentuk kebijakan jangka pendek 
untuk menyelamatkan kehidupan kelompok marginal tersebut, serta 
kebijakan jangka menengah dan panjang yang menjamin sustainabilitas 
kehidupan pasca COVID-19 sangat dibutuhkan. Kegagalan memastikan 
kebijakan menjangkau secara efektif kelompok marginal akan melahirkan 
vulnerabilitas yang semakin dalam, dan berpotensi melahirkan konflik sosial.  
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Pandemi COVID-19 telah memicu kemungkinan resesi sosial dan ekonomi 
yang berdampak langsung melemahkan kemampuan kelompok-kelompok 
marginal memenuhi kebutuhan hidupnya. Hadirnya kebijakan yang 
komprehensif sangat dibutuhkan untuk menjaga kelompok marginal tidak 
semakin terjerembab ke jurang penderitaan yang lebih dalam. Policy brief ini 
menjawab pertanyaan “bentuk kebijakan inklusif penanganan COVID-19 seperti 
apa yang dibutuhkan untuk menyelamatkan kelompok rentan?” 
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Tantangan kebijakan inklusif 
kelompok rentan

Dalam situasi krisis, segala bentuk kebijakan untuk kelompok 
marginal cenderung menempatkan mereka lebih sebagai obyek. Ini 
masuk akal, mengingat situasi krisis menyebabkan kelompok 
rentan dalam posisi yang sangat lemah. Namun demikian, agar 
penanganan terhadap kelompok rentan tetap terarah, melibatkan 
mereka dalam sejumlah aspek penanganan krisis sangat 
diperlukan. Bagaimanapun juga kelompok rentan masih memiliki 
mekanisme kolektif untuk mendefinisikan kebutuhan dan 
kepentingan mereka dalam situasi krisis. 

Pertama
Minimnya Keterlibatan Kelompok Marginal

Sebagai implikasi dari poin pertama, minimnya keterlibatan 
kelompok rentan menjadikan kebijakan penanganan krisis bersifat 
s t a t e  c e n t r i c  d a n  b i r o k ra t i s .  N e g a ra  s e p e n u h ny a  y a n g 
mengendalikan kebijakan. Pendefinisian kelompok marginal juga 
cenderung berdasarkan ukuran-ukuran yang ditentukan secara 
birokratis yang seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi 
nyata situasi krisis yang sangat dinamis. Keterlibatan komunitas 
oleh karenanya penting untuk bisa merekam secara lebih kekinian 
kondisi kelompok-kelompok rentan. 

Kedua
Kebijakan Terlalu State Centric dan Birokratis

COVID-19 juga bisa melahirkan stigmatisasi baru terhadap 
kelompok-kelompok marginal atau mereka yang mengalami 
marginalisasi akibat pandemi. Dengan berkembangnya inisiatif 
lokal untuk melakukan karantina wilayah, selain menjadi upaya 
pertahanan komunitas, juga bisa melahirkan proses eksklusi dan 
kecurigaan di dalam dan antar komunitas. Stigmatisasi juga muncul 
sebagai akibat dari pengetahuan yang tidak utuh terkait dengan 
COVID-19, misalnya terhadap tenaga medis atau mereka yang 
dinyatakan positif atau dalam pengawasan akibat COVID-19. 
Situasi yang bisa melahirkan diskriminasi dan eksklusi. Jika tidak 
dikelola, situasi ini akan melahirkan kerentanan sosial baru dan 
memperlemah modal sosial. 

Ketiga
Munculnya Relasi Sosial 
yang Diwarnai dengan Distrust dan Stigmatisasi
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COVID-19 tidak hanya berdampak pada kelompok 
r e n t a n  y a n g  d a l a m  s i t u a s i  n o n  p a n d e m i  t e l a h 
termarginalkan, namun juga melahirkan kelompok 
rentan baru sebagai dampak sosial dan ekonomi 
pandemi. Kelompok rentan baru ini terutama mereka 
yang bergerak di sektor informal atau pekerja yang 
terpaksa dirumahkan atau bahkan diberhentikan 
sebagai akibat mandegnya usaha. Kelompok rentan baru 
ini perlu mendapatkan perhatian khusus, sebagai akibat 
perubahan mendadak kondisi ekonomi akibat hilangnya 
lapangan pekerjaan.

Keempat
Munculnya Kelompok Rentan Baru

Sejauh ini belum ada pemetaan yang komprehensif 
terkait dampak COVID-19 terhadap sektor-sektor 
marginal dan informal, termasuk kelompok usaha kecil 
menengah. Belum tersedianya pemetaan ini bisa 
berakibat pada tidak tepat atau tidak efektifnya 
intervensi kebijakan penanganan. Peta dampak terhadap 
kelompok marginal bisa dikembangkan berbasis 
sektoral.

Kelima
Tidak Adanya Peta Dampak Covid-19 
ke Sektor Marginal

Dalam rangka menangani COVID-19 dan dampaknya, 
pemerintah sudah mendeklarasikan banyak program 
untuk membantu kelompok-kelompok marginal. Namun, 
implementasi program-program yang dijanjikan 
nampaknya tersandera oleh sistem birokrasi yang rumit 
dan bekerja dalam logika normal. Akibatnya, dampak 
intervensi kebijakan yang bermaksud memberikan 
jaminan kehidupan jangka pendek dan stimulus jangka 
menengah/panjang tidak segera bisa dirasakan 
kelompok marginal. Tersanderanya implementasi oleh 
b i r o k ra s i  b i s a  b e r i m p l i k a s i  p a d a  ke p e r c ay a a n 
m a s y a ra k a t  t e r h a d a p  p e m e r i n t a h  d a n  s i s t e m 
penanganan krisis secara keseluruhan. 

Keenam
Implementasi Kebijakan 
yang Tersandera Birokrasi



Rekomendasi: 
Mainstreaming Kerentanan Sosial dalam Penanganan COVID-19 
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Situasi krisis menuntut kebijakan sosial yang cepat dan efektif. Mengingat kebutuhan kecepatan ini, 
kebijakan cenderung akan ditentukan dari atas. Situasi ini memang sulit untuk bisa dihindari. Namun agar 
kebijakan penanganan krisis juga mendapatkan respon dan dukungan masyarakat, maka perlu ada 
mekanisme untuk memastikan agar nilai humanisme menjadi fondasi kebijakan, serta dikedepankannya 
aspek inklusi. Hal ini mengingat situasi krisis bersifat non-diskriminatif (siapapun bisa terdampak) dan 
menjadikan nilai kemanusian berada dalam posisi rentan. 

1. Kebijakan Berbasis Humanisme dan Mengedepankan Inklusi.

Selain memperkuat solidaritas sosial, COVID-19 juga berdampak pada kendornya ikatan sosial. Ada 
stigmatisasi yang muncul di masyarakat terhadap mereka yang tertular bahkan mereka yang menjadi korban 
COVID-19. Jika dibiarkan, hal ini bisa melemahkan modal sosial yang ada di masyarakat. Untuk memperkuat 
modal sosial, maka diperlukan literasi yang bersifat terus menerus, sehingga respon masyarakat terhadap 
segala aspek yang berkaitan dengan COVID-19 bisa lebih proporsional dan berbasis pada pengetahuan yang 
memadai.   

2.Penguatan Modal Sosial Melalui Literasi COVID-19.

Dalam implementasi kebijakan, sangat dibutuhkan penyederhanaan birokrasi. Sebagaimana termaktub 
dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 pemerintah telah mengucurkan 
anggaran total Rp. 405,1 triliun untuk stimulus ekonomi dalam menangani COVID-19. Sebesar 27% dari 
total anggaran tersebut (sekitar Rp. 110 triliun) diperuntukkan bagi program-program jaring pengaman 
sosial dengan sasaran kelompok rentan. Untuk memastikan program tersebut tersalurkan secara cepat dan 
tepat sasaran, maka perlu mekanisme extraordinary yang tetap mengedepankan aspek akuntabilitas.  

3. Streamlining Birokrasi Jaminan Sosial dan Stimulus Ekonomi. 

Agar penyaluran program-program jaring pengaman sosial dapat tepat sasaran, tentunya dibutuhkan basis 
data yang juga akurat dan terpercaya. Untuk itu penyusunan database yang menyeluruh berbasis pada 
pemetaan yang komprehensif atas sektor informal dan marginal sangat diperlukan. Proses pendataan bisa 
dengan mengintegrasikan secara cepat data-data yang sudah tersedia, yang bisa terus diperbarui dengan 
dinamika yang ada di lapangan. Dengan data yang akurat, kebijakan terhadap kelompok rentan akan lebih 
responsif dan tepat sasaran. 

4. Kebijakan Berbasis Data Pemetaan Kelompok Rentan yang Akurat

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada saat tanggap darurat menyasar pada pemenuhan kebutuhan 
jangka pendek. Namun demikian, menimbang tidak adanya kejelasan kapan pandemi ini akan berakhir, perlu 
dirumuskan kebijakan yang dapat mengantisipasi kondisi ini dalam jangka panjang. Kebijakan tidak sekedar 
bersifat karitatif, namun juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemungkinan alih profesi ke 
sektor lain, serta stimulus usaha untuk menggerakkan sektor informal dan marginal.  

5. Kebijakan yang Bersifat Jangka Panjang
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